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Abstrak
Kota Surabaya memiliki banyak bangunan cagar budaya. Salah satu bangunan yang diduga cagar budaya di Surabaya adalah bangunan Sinagoge Beit Hashem. Sinagoge ini terdapat di Jalan Kayun 4-6 Kota Surabaya. Penetapan bangunan Sinagoge Beit Hashem sebagai bangunan yang diduga cagar budaya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Diduga Cagar Budaya Nomor: 646/1654/436.14/2009. Pada saat proses penetapan bangunan Sinagoge Beit Hashem sebagai bangunan cagar budaya, bangunan ini dirobohkan hingga menjadi tanah kosong. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berlaku mengenai cagar budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses hukum penanganan perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik saat menangani kasus perusakan bangunan tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Dinas Kebudayaan dan Priwisata kota Surabaya, Tim Cagar Budaya kota Surabaya, Surabaya Heritage Society (SHS)/Sjarikat Poesaka Soerabaia (SPS), Kepolisian Sektor Genteng, serta DPRD kota Surabaya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian proses hukum kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem ada 2 (dua), yaitu: Proses hukum secara administrasi, yaitu teguran-teguran pada saat pembongkaran bangunan Sinagoge Beit Hashem berlangsung. Proses hukum secara pidana, yaitu tidak ada karena tidak ada laporan kepada kepolisian untuk dapat ditindak lanjuti. Kendala yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem, ketidakpastian status bangunan Sinagoge Beit Hashem,dan  perbedaan penerapan hukum.
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Abstract
Surabaya city has many hisrtorical buildings. One of them is Sinagoge Beit Hashem Beit Hashem. This Sinagoge is located on jl. Kayun 4-6 Surabaya. Determination of Sinagoge Beit Hashem as suspect of cultural heritage building was issued by Mayor’s decision Number: 646/1654/436.6.14/2009. When Sinagoge Beit Hashem was in process to become cultural heritage building, it was destroyed and became wastelanded. This is not appropiate with regulations number 11/2010 about cultural heritage. The purposes of this research are to see the legal process of handling the destruction of Sinagoge Beit Hashem building in Surabaya, and also to see the obctacles which are faced by the investigator while handling this case. This research is empirical legal research. The approach used in this research is qualitative approach. There are two data that are used in this research, primary and secondary. Those data come from Surabaya Culture and Tourism Departement, a Team of Cultural Heritage in Surabaya, Surabaya Heritage Society (SHS), Police office, and DPRD of Surabaya. This research is using qualitative technique. According to the result, the writer concludes that there are two legal processes in the case of Sinagoge Beit Hashem building destruction. The first is administrative process, which is the warning when Sinagoge Beit Hashem was on the process of destruction. The second is criminal process, there is no criminal process in this case because there is no complaint to get some act from police. The obstacles of the investigator in handling the case of Sinagoge Beit Hashem building destruction are, there is no case report of Sinagoge Beit Hashem building destruction, the unclear status of Sinagoge Beit Hashem building, and the difference in processing the legal action.







Indonesia memiliki keanekaragaman budaya mulai dari Sabang sampai Merauke. Budaya yang dimiliki Indonesia dimulai dari bahasa, adat, pakaian, tarian, benda, hingga bangunan. Bangunan yang memiliki nilai budaya di Indonesia biasanya mengandung nilai sejarah tersendiri pada masanya. Bangunan ini umumnya disebut sebagai bangunan cagar budaya.
Tidak semua bangunan dapat disebut sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya memiliki kriteria dan karakteristik tertentu. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan cagar budaya dapat dilihat dari lama tahun berdirinya bangunan, gaya khas arsitektur yang ada di dalamnya, sejarah terjadinya bangunan. Kriteria dan karakteristik tertentu inilah yang menyebabkan tidak semua bangunan bersejarah merupakan bangunan cagar budaya. Hanya bangunan yang memiliki nilai sejarahlah dapat disebut sebagai bangunan cagar budaya. 
Bangunan yang mempunyai nilai sejarah, pada umumnya berperan sebagai saksi kronologis kemerdekaan negara atau kejadian-kejadian penting pada suatu negara. Bangunan bernilai sejarah yang dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya pada dasarnya dilindungi pemerintah. Pemerintah menjaga keberadaan bangunan cagar budaya dan melindunginya dengan membuat aturan-aturan.
Pemerintah secara lebih khusus mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada Tanggal 24 November 2010. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan yang bersejarah merupakan bangunan cagar budaya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan beberapa kriteria benda atau bangunan yang dapat dikatakan sebagai cagar budaya adalah :
a.	Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,
b.	Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,
c.	Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, dan
d.	Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Sinagoge Beit Hashem merupakan salah satu bangunan yang diduga cagar budaya. Pada tanggal 16 April 2009, Sinagoge Beit Hashem Beit Hashem yang terdapat di Jalan Kayun Nomor 4-6 di Kota Surabaya (Sinagoge Beit Hashem Kayun 4-6) ini mendapatkan Surat Keputusan (SK) diduga bangunan cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Diduga No : 646/1654/436.6.14/2009. Bangunan dikatakan sebagai bangunan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan Walikotamadya Bangunan Cagar Budaya dari Pemerintah. Berdasarkan Pasal 31 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan yang masih dalam proses pengkajian dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. Pada tahun 2010, saat proses dijadikannya Sinagoge Beit Hashem sebagai salah satu bangunan cagar budaya, Sinagoge Beit Hashem Kayun 4-6 ini dirobohkan hingga menjadi tanah kosong dan tak terawat. 
Sinagogoe Beit Hashem merupakan tempat beribadah umat Yahudi. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1948 di jalan Kayun Surabaya. Saat diproses sebagai bangunan cagar budaya, Sinagogoe Beit Hashem ini mengalami perusakan. Sinagogoe dalam bahasa Yunani berarti perkumpulan. Sinagogoe Beit Hashem yang ada di Kota Surabaya terletak di jalan Kayun Nomor 4-6 pernah digunakan sebagai kegiatan umat Yahudi.Umat Yahudi semakin lama semakin sedikit sampai akhirnya tidak ada kegiatan sehingga Sinagogoe Beit Hashem dijual.
Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa tidak ada seorang rabbi (pendeta) di dalamnya. Salah satu pengurus dalam sebuah artikel juga mengatakan bahwa hanya tiga keluarga yang rutin berkunjung. Kebanyakan pada hari-hari libur Yahudi seperti Sabbath, Yom Kippur, dan Passover.​[1]​
Sinagogoe Beit Hashem memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :
Pendidikan : Ada ahli berpendapat bahwa pendidikan keagamaan berupa pembacaan dan penafsiran Taurat merupakan fungsi utama dari Sinagoge. Taurat tidak hanya dibicarakan dan dibahas pada waktu kebaktian, tetapi juga dalam kurikulum pendidikan sehari-hari. Pelajaran mengenai hal-hal umum juga diberikan di Sinagogoe Beit Hashem.
Peribadahan : Ada pula ahli lain yang berpendapat bahwa fungsi Sinagogoe adalah dalam hal peribadahan. Ibadah-ibadah dilangsungkan di situ pada hari Sabat dan hari-hari besar lainnya. Sinagogoe Beit Hashem juga berfungsi sebagai tempat doa pada jam-jam doa Yahudi, dan dengan berkiblat ke arah Yerusalem.
Pertemuan : Sinagogoe Beit Hashem berfungsi juga sebagai tempat pertemuan-pertemuan masyarakat untuk membicarakan masalah-masalah sosial, politik, maupun keagamaan. Sinagogoe Beit Hashem juga dapat menjadi tempat pengadilan.​[2]​
Berdasarkan Pasal 104 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, setiap orang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Peristiwa pembongkaran Sinagoge Beit Hashem oleh pengusaha ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terkait perlindungan bangunan cagar budaya yang ada di Surabaya. 
Kasus pada perusakan bangunan diduga cagar budaya Sinagoge Beit Hashem ini tentunya sangat disayangkan. Kejadian ini mengakibatkan Surabaya kembali kehilangan bangunan cagar budaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang Proses Penanganan Perusakan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Studi Kasus Perusakan Bangunan Sinagoge Beit Hashem).

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.​[3]​
Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya. Informan penelitian ini berasal dari Dinas Kebudayaan dan Priwisata kota Surabaya, Tim Cagar Budaya kota Surabaya, Surabaya Heritage Society (SHS)/Sjarikat Poesaka Soerabaia (SPS), Kepolisian Sektor Genteng, serta DPRD kota Surabaya.
Pada penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:
1.	Wawancara
Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung  antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi.
2.	Dokumentasi
Dokumentasi yaitu data sekunder dalam penelitian yang berhubungan dengan surat-surat, foto-foto atau gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Setelah data didapatkan, baik primer maupun sekunder kemudian data direduksi dan diikuti penyusunan sajian data secara komprehensif  dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Teknik analisa data dilakukan dengan cara memeriksa kembali  informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Sifat analisa data yang digunakan yaitu secara kualitatif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian serta tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian berdasarkan pendapat para pakar dalam bidang bangunan cagar budaya
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
Kasus yang terjadi pada bangunan Sinagoge Beit Hashem ini adalah sebagai berikut:
1)	Perundang-undangan tidak sepenuhnya dipahami penerapannya
Penerapan perundang-undangan yang ada di indonesia berbeda-beda. Seperti penerapan perundang-undangan yang ada di pengadilan dengan penerapannya di masyarakat. 
2)	Penetapan hukum tidak imbang karena imterpretasi hukumnya berbeda-beda
Pemahaman terhadap hukum yang berlaku di Indonesia ini berbeda-beda. Seperti pemahaman hakim, pemahaman ahli, dan pemahaman masyarakat.
3)	Perlindungannya belum utuh karena denda tidak sebanding
Investor lebih berani membayar denda daripada ia harus kehilangan investasi jangka panjang yang mendapatkan nilai jauh lebih tinggi daripada denda yang dibayarkan.
4)	Aturan tentang cagar budaya dengan pengembangan kota belum sinkron
Misalnya: di aturan pengembangan kota terdapat kebolehan membangun gedung pencakar langit setinggi lebih dari 6 (enam) lantai, sedangkan apabila ditilik dari aturan cagar budaya apabila terdapat gedung tersebut nantinya akan merusak lingkungan cagar budaya. Seperti yang terjadi pada candi Borobudur, karena diperbolehkan membangun hotel di sekitar kawasan candi Borobudur, penetapan candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban duniapun menjadi dicabut.
Bangunan dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya harus melalui berbagai macam tahap, yaitu:
a.	Laporan atau pencarian dari pihak yang berwenang dalam Undang-Undang
b.	Hasil laporan atau pencarian disampaikan ke tim cagar budaya
c.	Apabila layak, maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas berupa Surat Keputusan Diduga Cagar Budaya
d.	Kemudian tim cagar budaya meninjau kembali hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya
e.	Apabila terbukti bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan cagar budaya, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya
		Sinagoge Beit Hashem masih melalui tahap peninjauan kembali hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya. Pada tahun 2013 bangunan ini roboh sehingga menghambat peroses bangunan ini menjadi bangunan cagar budaya kota Surabaya. Keberlakuan Surat Keputusan diduga bangunan cagar budaya juga tidak jelas. Hal ini juga menjadi penghambat proses bangunan Sinagoge Beit Hashem menjadi bangunan cagar budaya.
Ada beberapa kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang tidak dipenuhi oleh Sinagogoe Beit Hashem, yaitu:
a.	Berusia 50 tahun atau lebih
Bangunan Sinagogoe Beit Hashem memiliki usia lebih dari 50 tahun, namun bangunan ini tidak banyak memiliki perubahan. Hal-hal yang berubah hanya hal-hal kecil saja yang tidak merubah bentuk dan fungsi dari Sinagogoe Beit Hashem itu sendiri, seperti mimbar, kusen pintu, dan bangku. Bahan dasar yang digunakan pada bangunan Sinagogoe Beit Hashem ini masih belum berubah saat belum dirobohkan.
b.	Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
Sinagogoe Beit Hashem yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun ini tentunya mewakili masa gaya bangunan pada zaman sejak bangunan Sinagogoe Beit Hashem berdiri. Apabila dibandingkan dengan bangunan rumah biasa di kota Surabaya yang juga berdiri pada tahun tersebut, Sinagogoe Beit Hashem tidak memiliki perbedaan yang khas dan berarti dari sisi arsitekturnya. Bangunan Sinagogoe Beit Hashem ini memiliki perbedaan pada fungsi bangunannya yang digunakan sebagai tempat beribadah umat Yahudi.
c.	Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
Bangunan Sinagogoe Beit Hashem memiliki arti tersendiri bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Berdirinya bangunan Sinagogoe Beit Hashem merupakan salah satu bukti sejarah bahwa pernah ada persentuhan antara umat Yahudi dengan kota Surabaya. Hal ini merupakan ilmu pengetahuan yang penting karena dapat menjadi sumber pendidikan bagi masyarakat Surabaya. Bangunan ini juga memiliki arti bagi agama karena merupakan salah satu tempat beribadah yang juga memiliki nilai kebudayaan yang unik.
d.	Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
Sinagogoe Beit Hashem memang memiliki nilai budaya yang unik, namun keberadaannya yang memunculkan kontroversi menjadikan kurang adanya penguatan kepribadian bangsa.
e.	Berunsur tunggal atau banyak
Tempat ibadah umat Yahudi di Indonesia ini hanya ada 2 (dua) yaitu di Surabaya dan Manado. Kedua tempat ini memiliki perbedaan yang besar. Sinagogoe Beit Hashem Surabaya merupakan Sinagogoe Beit Hashem pertama yang ada di Indonesia. Sinagogoe Beit Hashem Manado dari awal peruntukan bangunannya sudah ditujukan untuk Sinagogoe Beit Hashem. Bangunan Sinagogoe Beit Hashem Surabaya awal peruntukannya ditujukan untuk rumah yang kemudian beralih fungsi menjadi tempat beribadah. 
f.	Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam
Sinagogoe Beit Hashem Beith Hashem tidak terkait dengan formasi alam. Bangunan Sinagogoe Beit Hashem berdiri sendiri di atas alam seperti tempat ibadah lainnya. Ciri khas pada bangunan Sinagogoe Beit Hashem yang menjadi daya pembeda dengan bangunan lain adalah fungsinya sebagai tempat ibadah.​[4]​

B.	Pembahasan
a)	Gambaran Umum Penanganan Kasus Pelanggaran Cagar Budaya di Surabaya
Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 dan Nomor 188.45/004/402.1.04/1998 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di Wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, terdapat 153 bangunan cagar budaya. Ada 5 (lima) bangunan yang mengalami perusakan, diantaranya adalah:
1.	Gedung “Relnlersz MULO” yang kemudian dijadikan mess mahasiswa Airlangga di jalan Blauran 57 Surabaya. Bangunan ini berdiri sejak tahun ±1785. Zaman dahulu bangunan ini merupakan rumah Kapten Cina saingan Gubernur Van Hoogendrop, kemudian gedung ini sempat beralih fungsi menjadi mess mahasiswa Airlangga. Gedung ex mess mahasiswa Airlangga ini sekarang sudah beralih menjadi hotel Empire.
2.	Asuransi Jiwa Wuwungan (PT) terdapat di jalan Veteran No. 18-24. Bangunan ini berdiri sejak tahun ±1920 dengan keterangan batu bata diplester, terdapat kolom kayu, penutup kaca, perisai, beton tulang, bentuk gravel kombinasi segitiga dan silindris pada Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya. Bangunan yang dulunya dijadikan gedung asuransi jiwa ini, sekarang menjadi gedung Bank Central Asia (BCA).
3.	Menara rumah sinyal stasiun Gubeng terdapat di jalan Kusuma Bangsa atau jalan Raya Gubeng. Bangunan ini dulunya dikhususkan untuk menjadi menara rumah sinyal, namun sekarang sudah tidak ada lagi.
4.	Bioskop Satria pada zaman dahulu difungsikan untuk menayangkan film-film untuk warga Surabaya. Bangunan bioskop yang terletak di jalan Pegirian ini masuk ke dalam bangunan cagar budaya namun sekarang sudah tiada.
5.	Toko Nam juga merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang tercantum pada Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya. Bangunan toko Nam terdapat di jalan Embong Malang. Pada Surat Keterangan tersebut, dicantumkan keterangan bahwa toko Nam merupakan bangunan kolonial, beton batu bata diplester dan dicat bagian bawah atau kaki berlapis batu ampyangan, komposisi lampang tidak simetris, kolom balok, serta ada leras atau selasar. Bangunan toko Nam kini masih mengalami pembangunan menjadi Tunjungan Plaza 5 (lima) namun Pemerintah masih berusaha mempertahankan ciri khas toko Nam.​[5]​
Kelima kejadian yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa Surabaya mulai kehilangan satu persatu bangunan cagar budayanya. Modus yang digunakan untuk merubah bangunan pun berbeda-beda. Alasan yang banyak digunakan adalah untuk mengembangkan perekonomian Surabaya. Lokasi bangunan-bangunan cagar budaya yang terhitung strategis menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Penerapan undang-undangnya pun sudah berbeda-beda karena dikaitkan dengan perhitungan untung-rugi yang akan diperoleh Surabaya apabila masih mempertahankan bangunan-bangunan cagar budaya.​[6]​
Berdasarkan perundang-undangan tentang Cagar Budaya, apabila terjadi pengrusakan pihak-pihak yang berwenang melindungi dan menanganinya adalah:
1.	Pemerintah;
2.	Pemerintah Daerah;
3.	Aparat penegak hukum; dan
4.	Masyarakat
Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk mengatur ketentuan tentang cagar budaya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Faktanya, perundang-undangan yang ada belum sesuai dengan permsalahan. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai pengganti undang-undang yang lama belum terbit. Peraturan daerah dan peraturan walikota belum diperbaharui sehingga sanksi yang tersurat di dalamnya kurang menimbulkan efek jera.
Pemerintah Daerah dalam kasus Sinagogoe Beit Hashem ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas ini mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pelayanan umum.​[7]​ 
Aparat penegak hukum dalam kasus Sinagogoe Beit Hashem ini adalah Kepolisian Sektor Genteng. Dalam melaksanakan tugasnya Polsek Genteng mengacu pada misi reserse kriminal (reskrim) Polrestabes Surabaya yaitu, sebagai berikut :
1.	Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responship dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, secara proporsional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan tugas lidik-sidik.
3.	Mewujudkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, dapat, responsif dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas lidik sidik.
4.	Menegakan hukum secara professional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5.	Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara profesional, proporsional dan modern, memberi daya dukung terhadap efesiensi dan efektifitas pelayanan tugas lidik-sidik. ​[8]​ 
Masyarakat dalam kasus Sinagogoe Beit Hashem ini diwakili dengan adanya Surabaya Heritage Society (SHS)/Sjarikat Poesaka Soerabaia selaku lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang bangunan cagar budaya. Sjarikat Poesaka Soerabia adalah organisasi non-profit yang berbasis di Surabaya. Para pejabat dan anggota dari LSM ini adalah orang-orang dari latar belakang kelompok yang berbeda, namun memiliki minat yang sama. Sjarikat Poesaka Soerabaia (Surabaya Heritage Society) memiliki visi untuk melestarikan masa lalu dan menggunakannya untuk masa depan melalui misinya dalam memberikan upaya berkelanjutan dalam melestarikan warisan budaya kota Surabaya.
Tujuan dari Sjarikat Poesaka Soerabaia (Surabaya Heritage Society)  adalah: 
1.	Melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menghubungkan pengakuan yang tepat untuk cagar budaya Surabaya; 
2.	Mendorong masyarakat untuk melestarikan warisan budaya melalui cara yang berkelanjutan; 
3.	Membangun jaringan dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk melaksanakan tugas untuk mendaftar, mempublikasikan dan mensosialisasikan pelestarian warisan budaya di Surabaya.​[9]​

Tugas dari Sjarikat Poesaka Soerabaia (Surabaya Heritage Society), yaitu: perencanaan dan merancang acara/program, menjalankan program (kampanye Umum, Pameran, mengunjungi situs, mengendalikan program warisan pemerintah Kota, program bersama dengan sekolah-sekolah/ universitas/ masyarakat, diskusi, menulis artikel, jaringan building dengan banyak lembaga (lokal, regional dan Internasional), serta menyajikan di media (talk-show) untuk kampanye warisan.​[10]​
Hingga saat ini, sudah banyak hal yang dilakukan oleh Sjarikat Poesaka Soerabaia dalam menjaga kelestarian bangunan bersejarah di Surabaya. Harian Jawa Pos bahkan menobatkan Freddy H. Istanto selaku direktur SHS sebagai “The Real Chairman of Surabaya Heritage”, karena perannya yang menonjol pada kota Surabaya selama tahun 2008. Banyak hal yang akan dilakukan oleh SHS sebagai bentuk komitmen mereka untuk menjaga keutuhan nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam cagar-cagar budaya. Mereka tidak rela jika sejarah tenggelam begitu saja, bersama lupa yang semakin menggerogoti kepala masyrakat modern saat ini.​[11]​













Bagan 3.1.1 di atas menggambarkan secara singkat bagaimana proses penanganan kasus perusakan bangunan cagar budaya. Laporan dari masyarakat atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tentang perusakan bangunan cagar budaya akan disampaikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Laporan akan diterima dan akan diidentifikasi untuk dapat menetapkan sanksi administrasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berdasarkan Perda kota Surabaya.














b)	Proses Hukum Penanganan Perusakan Bangunan Sinagoge Beit Hashem Beit Hashem
a.	Proses Hukum Administrasi
Proses hukum administrasi pada kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem sebagai salah satu bangunan yang diduga cagar budaya berupa teguran-teguran dari dinas kebudayaan dan pariwisata saja. Peringatan yang diberikan oleh DPRD kepada dinas tersebut untuk menindaklanjuti kasus ini tidak diindahkan.
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, dalam ketentuan pasal 22 yang menyebutkan bahwa:
1)	Pemberian Sanksi Administrasi berupa perintah penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dapat dilakukan oleh:
a.	Walikota
b.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau pejabat yang ditunjuk
c.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat yang ditunjuk
d.	Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
e.	Camat setempat.
2)	Apabila perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengeluarkan penetapan uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan dimaksud, sejak dikeluarkannya perintah penghentian paksa oleh Pejabat dimaksud.
Kasus perusakan bangunan Sinagogoe Beit Hashem apabila mengacu pada peraturan wakilota tersebut diatas, seharusnya walikota Surabaya atau kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota Surabaya memberikan sanksi administrasi berupa penghentian paksa kegiatan pembongkaran bangunan Sinagogoe Beit Hashem tersebut. Sinagogoe Beit Hashem bangunan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya dan sedang menjalani proses pengkajian agar dapat menjadi bangunan cagar budaya. Bangunan Sinagogoe Beit Hashem seharusnya diperlakukan sama seperti bangunan cagar budaya, sehingga tidak boleh dibongkar. Kenyataannya pemerintah daerah kota Surabaya melalui dinas budaya dan pariwisata seperti melakukan pembiaran terhadap perusakan bangunan Sinagogoe Beit Hashem.

b.	Proses Hukum Pidana
Proses penanganan perusakan cagar budaya secara pidana tidak bisa sepenuhnya diterapkan dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan menurut dinas kebudayaan dan tim cagar budaya Sinagoge Beit Hashem tidak memenuhi beberapa kriteria sebagai bangunan cagar budaya. Ada beberapa kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang tidak dipenuhi oleh Sinagoge Beit Hashem. 
Pengawasan cagar budaya yang ada di kota Surabaya dilakukan dengan cara lintas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Apabila terjadi perusakan akan diproses melalui walikota melaporkan ke Polda yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh Polda. Proses hukum yang harus dilalui dalam perusakan bangunan diduga cagar budaya Sinagogoe Beit Hashem sebagai berikut:
1.	Laporan masuk ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK)
2.	Unsur-unsur kejahatan akan dianalisis oleh penyelidik
3.	Penyelidik mencari barang atau orang yang menjadi tindak kejahatan
4.	Penyelidik mencari saksi dan bukti atas tindakan kejahatan
5.	Penyidik menerima laporan dari penyelidik untuk dimasukkan ke berita acara pemeriksaan (BAP)
6.	Kasus yang sudah menjadi BAP dimasukkan ke kejaksaan yang nantinya akan diadili di pengadilan. ​[12]​ 
Proses hukum pidana pada kasus perusakan bangunan Sinagogoe Beit Hashem sebagai salah satu bangunan yang diduga cagar budaya tidak ada. Karena tidak ada laporan yang disampaikan kepada kepolisian. Teguran untuk pelaporan kasus ini oleh DPRD kepada dinas terkait juga tidak ditindak lanjuti.

c)	Kendala Penyidik dalam Menangani Kasus Perusakan Bangunan Sinagoge Beit Hashem
Kendala atau hambatan yang dialami oleh Polisi Sektor Genteng Kota Surabaya selaku penyidik dalam menangani kasus perobohan bangunan Sinagoge Beit Hashem adalah sebagai berikut :
a.	Tidak adanya Laporan Kasus Perobohan Bangunan Sinagoge Beit Hashem
Kendala penyidik dalam menangani kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem merupakan hal yang sangat mendasar. Penyidik tidak mendapatkan laporan dan penyidik tidak tahu bahwa bangunan yang mengalami perusakan merupakan bangunan cagar budaya sehingga tidak ada koordinasi dengan Pemerintah.

b.	Ketidakpastian Status Bangunan Sinagoge Beit Hashem 
Ketidakpastian yang dimaksud dalam hal ini adalah status bangunan dari Sinagoge Beit Hashem masih masuk kedalam kategori bangunan yang di duga cagar budaya atau tidak. Berdasarkan Surat Kepututsan (SK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya Nomor 646/1654/436.6.14/2009 tertanggal 16 April 2009 bangungan tersebut dijelaskan adalah bangunan yang di duga cagar budaya. Penyidik mengalami kendala bagaimana penerepan hukum atas kondisi atau status bangunan tersebut, karena tidak adanya laporan seperti poin yang pertama, polisi tidak ingin lebih jauh mengambil tindakan. 

c.	Perbedaan Penerapan Hukum
Bangunan Sinagoge Beit Hashem merupakan bangunan yang masuk dalam kategori bangunan yang di duga cagar budaya. Status seperti ini berarti bangunan tersebut masuk ke dalam proses penelitian sampai pada akhirnya terbitlah SK bahwa bangunan ini cagar budaya atau bahkan bukan memenuhi bangunan cagar budaya. Kesulitan penerepan hukum ini adalah belum keluar SK yang pasti untuk menerangkan bahwa Sinagoge Beit Hashem merupakan bangunan cagar budaya atau bukan, namun bangunan ini sudah dirobohkan dengan keadaan status bangunan yang masih “di duga”. Kesulitan tersebut mengakibatkan perbedaan penerapan hukum terhadap bangunan Sinagoge Beit Hashem antara masyarakat, dinas kebudayaan dan pariwisata, serta aparat penegak hukum.
Untuk memperjelas bangaimana posisi kasus tersebut akhirnya penulis melakukan wawancara terhadap salah satu dari Tim Cagar Budaya yang menerangkan bahwa :




Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.	Proses hukum
Proses hukum yang terjadi pada kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem ada 2 (dua), yaitu:
a.	Proses hukum secara administrasi, yaitu teguran-teguran pada saat pembongkaran bangunan Sinagoge Beit Hashem berlangsung.
b.	Proses hukum secara pidana, yaitu tidak ada karena tidak ada laporan kepada kepolisian untuk dapat ditindak lanjuti.
2.	Kendala yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem adalah:
a.	Tidak adanya laporan kasus perobohan bangunan Sinagoge Beit Hashem
b.	Ketidakpastian status bangunan Sinagoge Beit Hashem
c.	Perbedaan penerapan hukum 

B.	Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut:
1.	Saran kepada masyarakat
Hendaknya masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi mengenai bangunan cagar budaya. Karena dari masyarakatlah semua informasi kejadian positif dan negatif berkaitan dengan bangunan cagar budaya dapat terdeteksi. Apabila masyarakat sendiri tidak memiliki kepedulian yang tinggi, niscaya bangunan cagar budaya sedikit demi sedikit akan hilang.
2.	Saran kepada Surabaya Heritage Society (SHS)
SHS sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat sudah banyak berperan penting dalam pengawasan dan perlindungan bangunan cagar budaya yang ada di Surabaya. Hendaknya SHS segera melegalkan lembaganya agar lebih dikenal masyarakat.
3.	Saran kepada Kepolisian
Kepolisian sebagai pengayom masyarakat hendaknya membantu secara maksimal penerapan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada kerjasama khusus untuk melindungi bangunan cagar budaya yang ada di kota Surabaya mengingat kota ini sebagai kota pahlawan yang tentunya memiliki banyak bangunan bersejarah.
4.	Saran kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang baik terutama yang berkaitan dengan hal-hal akademik. Hendaknya dinas kebudayaan dan pariwisata lebih terbuka lagi dalam memberikan informasi untuk hal-hal akademik. Penelitian yang berhubungan dengan hal-hal akademik ini tentunya juga dapat dugunakan sebagai masukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. Seharusnya dinas lebih tegas lagi dalam menerapkan peraturan yang berlaku dan memberi sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak lain terkait dengan cagar budaya. Sosialisasi tentunya dapat berdampak sangat besar terutama dalam hal pengawasan bangunan cagar budaya yang ada di kota Surabaya.
5.	Saran kepada Pemerintah
Penerapan hukum yang berlangsung terkait dengan cagar budaya yang ada di Indonesia memiliki interpretasi yang berbeda-beda pada setiap tingkatannya. Terbukti dari kasus yang dipaparkan, kendala yang cukup besar adalah penerapan peraturan perundang-undangan. Hendaknya pemerintah segera membentuk peraturan pelaksana yang baru terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dikarenakan peraturan pelaksana yang lama sudah tidak dapat mengatasi masalah yang terjadi dewasa ini. Peraturan daerah dan peraturan walikota hendaknya juga memperbaharui ketentuan yang ada di dalamnya. Sebab, sanksi yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan terhitung cukup ringan sehingga kemungkinan dilanggar sangat besar melihat penerpan perundang-undangan yang berlaku juga menimbang antara untung dan rugi.
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